BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR: 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUI—[A}‘Q YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

bahwa berdasarkan kctﬁntuan PdSE] 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor .. Tahun 2013 tentang
PEITEI'IE‘E,’II‘IE]HWE_]J'?.D PEIE.L:SE_TI"—"EII ﬂngg.—.‘uran Pﬁtl‘ldﬂ.pd.[.d.l‘l dan
Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Angegaran 2012
perlu menetapkan Peraturan Bupat tenitang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dzerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012;

+ 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19350 tentang

Pembentukan  Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 44,

2. Undang-Undang Nomoer 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi
dan Kolusi ‘dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,




o
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indenesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 442 1];
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dagérah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun - 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daecrah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
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12

13.

14,

Dacrah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950

Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028):
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalkilan Rakyat Dasrah
(Lembaran Negary Republik Indenesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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18.

14.

20

21.

22,

23

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informas: Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43576);
Feraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonssia Nomor 4585);

.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pemhinaan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20086
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah teralkhir dengan Peraruran
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuanean Daersh-




24,

25.

26.

27,

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Eanman Sosial vang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan -F'é'i'aturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Peraturan  Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Rabupaten Sleman Tahun 2008
Nemor 2 Seri EJ;

Peraturan  Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tzhun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 3 Seri A)

?




29, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14
Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri A);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor
Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten
Sleman Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2012

Fasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdin atas:

H. pPendapatan

I. pendapatan aslidaersh ..ivi.iiniiein,,.. Rp 301.069.539.284,13

2, danstranslen. st Rp 1.281.708,216.150,00

3. lain-lain pendapatan yang sah........... Rp 6.945.218.975,00

Jumlah pendapatan ...............ccooocevveeeee.. . Rp 1.589.722.974.4009,13
b, belanja

1. belanja tidak langsung

g) belanja pegawal..........o.ccoceoiieeee.. Rp 888.587.059,.700,83
) (B T Tt e 5 10 3 R e Rp 45.273:123,03
e} chelama suheidt . o Rp 0,00
) bPelia BEaN ... oerresmsesmisiees Rp 45.170.865.015,00
e] belanja bantuan sosial................ Rp 13.974.609.500,00
f) ‘belama bagrhasil. oocanannsas Rp 23.824.947.196 28
g} belanja bantuan keuangan......... Rp 22.157.039.000,00
h] belanja tidak terduga......cooveevn.. Rp 1,193.672.563.00

umilah belanja tidak langsung ... Rp 994.953.506.098,14




2. belanja langsung

al belanja pegawai............ocooiiiii Rp 90.666.521.328 53

b}  belanja barang dan jasa............ Rp 203.244.891.404,66

¢] belanja modal .................. Ep 132.536.252.044 00
Jumlah belanja langsung........... Rp 426.447.664.777.19

Jumlah belanja ..., Rp 1.421.401.170.875,33
SIRRPIEA S s i e g Rp 168.321.803.533,80

¢, Pembiayaan Daerah

IR = e T 2 o =L E O Rp 138.694.508.682,82

2. PenBERIATSN i i e eanesss Rp 17.936.437.501 40
Jumlah pembiayaan netto..........o..... Rp 120.758.071.181 42

Sisa lebih pembigvaan anggaran tahun berkenaan....Rp 289.079.874,715,22
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran stbagaimana dimaksud dalam Pasal 1

wercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pazal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam petijabaran laporan realisasi anggaran,

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian

vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan,




Agar selilap orang mengelanuinya, memernntahkan pengundangan Peraturan

Bupat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 #Agustus 2013

BUPATI SLEMAN,

o

SRI PURNOMO
Diundangkan di Sleman

pada tanggal 29 Agustus 2013

SEKRETARI: DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI &
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